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Abstract

This paper explores the concept of indigenization (otokhtonisasi) of
Islamic economics, aiming to establish a framework that aligns with the authentic
and original tenets of Islam. Indigenization is approached through two domains:
practical Islamic economics, which focuses on implementing Islamic economic
principles in daily life, and theoretical Islamic economics, which reflects on these
principles to construct systemic models. Utilizing the lens of maqasid al-shari ‘ah
(objectives of Islamic law), this study identifies the integration of foundational
principles such as hifz al-din (preservation of faith), hifz al-nafs (protection of
life), hifz al-‘ag/ (protection of intellect), hifz al-nasl (preservation of lineage),
hifz al-mal (protection of wealth), and expands to include hifz al-ummah
(protection of society) and hifz al-b7’ah (protection of the environment). These
principles underscore the necessity of aligning economic practices with spiritual,
societal, and ecological well-being. The paper concludes that the development of
Islamic economics must serve as a means (wasilah) to achieve comprehensive
well-being (maslahah), maintaining harmony between individual and collective
interests while fostering sustainability.

Keywords: Islamic Economics, Maqasid al-Shari ‘ah, Indigenization.

Pendahuluan
Otokhtonisasi ekonomi Islam berarti berusaha menemukan tatanan asli dan
autentik tentang ekonomi dalam Islam (Azra, 2005). Otokhtonisasi ekonomi Islam

di sini, meliputi dua pengembanan (boefening), yaitu pengembanan ekonomi
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Islam praktis dan pengembanan ekonomi Islam teoritis. Pengembanan ekonomi
Islam praktis adalah semua kegiatan manusia berkenaan dengan mewujudkan
sistem ekonomi Islam dalam kenyataan kehidupan sehari-hari; pengembanan
ekonomi Islam teoritis menunjuk pada refleksi teoritis terhadap ajaran ekonomi
Islam (Sidharta, 2009).

Pertama, pengembanan ekonomi Islam praktis, mengacu pada dua tugas
integral manusia diciptakan, yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan
(khilafah) serta mengabdi (‘ibadah) kepada Allah Swt. dalam arti yang luas.
Dengan demikian, pengembanan ekonomi Islam praktis, dengan segala bentuknya
mesti dibimbing oleh ketentuan-ketentuan syariah (Nasution, 2010).

Kedua, dalam kerangka usaha agar manusia dalam lingkungan ekonomi
bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dengan sebaik-baiknya, tentu
membutuhkan aturan-aturan baku. Penalaran terhadap aturan baku itu menjadi
wilayah pengembanan ekonomi teoritis. Dalam lapangan ekonomi Islam, aturan
itu dipahami dari syariah. Dengan kata lain, pengembanan ekonomi Islam teoritis
mencoba merefleksikan ajaran ekonomi Islam dalam syariah, dengan tujuan untuk
mengkonstruksi model pengembanan ekonomi Islam dalam tataran praktis
(Ibrahim, 2021).

Skema Pengembanan Ekonomi Islam

Pengembanan Pengembanan
Ekonomi Islam > Ekonomi Islam

Teoritis TeoritisTeoritis

N

Kemakmuran dan Mengabdi (‘ibadah) kepada
kesejahteraan (tugas khilafah) Allah Swt

= Pengembanan ekonomi Islam bermakna semua kegiatan manusia
berkenaan dengan adanya dan berlakunya ekonomi Islam dalam
masyarakat

Sampai di sini, tentu timbul pertanyaan, bagaimana pengembanan ekonomi

Islam dalam upaya mencapai otokhtonitas? Jawaban terhadap pertanyaan inilah
yang akan menjadi subjek utama dalam makalah ini. Alur metodologis makalah
ini merujuk pada rancangan dan proses penelitian kepustakaan; analisis dan

kontruksi berpedoman pada nalar magas}idi. Paling tidak, dalam makalah ini
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akan didapati (tujuan) otokhtonitas ekonomi Islam, yakni sistem dan/atau ajaran

ekonomi berada pada tatanan asli dan autentik dari syariah.

Kajian Literatur
Magashid al-Syarz’ah: Pengertian dan Sketsa Historis

Tipe penalaran dalam Islam dewasa ini memiliki tiga alternatif. Pertama,
metode lughawiyah, yakni penalaran yang bertumpu pada penggunaan kaidah-
kaidah kebahasaan. Metode ini yang pertama kali muncul dalam sejarah
intelektual Islam. Kedua, metode ta’liliyah, yakni penalaran hukum yang
bertumpu pada pertimbangan ‘illat (rasio legis). Yang kedua ini, asumsi dasarnya
adalah bahwa setiap hukum selalu ditawarkan dalam nas}, tapi berbeda dengan
prinisp penalaran yang pertama. Perbedaannya, yang pertama menggunakan nas}
secara langsung, sedangkan kaidah za ’/iliyah, jika satu permasalahan hukum tidak
ditemukan dalam nas}, maka harus dicari kesamaan ‘illat-nya pada hukum yang
telah ditetapkan terlebih dahulu dan mendapatkan legitimasi langsung dari nas}.
Sehingga hukum yang yang kemudian disamakan dengan hukum yang telah
berlaku. Ketiga, metode istis}lah}iyyah, yakni penalaran hukum yang bertumpu
pada pertimbangan kemaslahatan atau tujuan pen-syari’a-tan (Abubakar, 2016).
Yang ketiga ini, penalaran hukum yang bermazhab teleologis, artinya, setiap nas}
dipercaya memiliki tujuan memberikan kemaslahatan manusia secara umum, baik
di dunia maupun di akhirat (al-mas}lah}ah).

Sesuatu tujuan (telos: bahasa Yunani; Finalite: Prancis; Zweck: Jerman)
yang memang sengaja direncanakan, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah
magqgas}id (Auda, 2007), sedangkan jalan yang menunjukkan kepada tujuan itu
dinamakan al-syari’ah (al-Afriqi, t.th). Lalu ke penghujung mana akan dibawa
oleh syariat? Jawabannya adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat (Nasution,
2020). Jika digabung menjadi magasid al-syari’ah, maka memberikan
pengertian, tujuan atau maksud kenapa Allah (al-Syari’) menetapkan syariat
(jalan) adalah untuk menegakkan kemaslahatan ukhrawiyah dan dunyawiyah bagi
manusia secara umum (Djamil, 1997).

Pengertian magasid al-Syari’ah tersebut sejalan dengan apa yang
dijelaskan oleh Yusuf Hamid Alim (1991),
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Yusuf Alim menekankan bahwa yang dinamakan magdsid al-syari’ah itu
adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepada hamba-hamba Allah,
baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Baik memperolehnya itu melalui cara
mendatangkan manfaat atau menolak mudarat (bahaya yang akan menimpa).

Menurut Ahmad al-Raysuni (1995) istilah magas}id al-syari’, magas}id
al-syari’ah, al-magqas}id al-syar iyah, semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang
digunakan untuk satu pengertian, yakni kemaslahatan atau kumpulan
kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakukan hukum berdasarkan penjelasan
syari’ atau menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. Dengan asumsi, andaikan
kemaslahatan itu tidak ada maka hukum tidak akan disyariatkan sama sekali
(Rohman, 2020). Dengan kata lain, kemaslahatan (al-mas}lah}ah) adalah nilai
kehidupan yang berlaku secara universal, sekaligus merupakan epitome dari
hukum Islam (Al-Jauziyyah, 1223 H). Lalu, apa yang dimaksud dengan al-
mas}lah}ah?

Merujuk pada pendapat al-Ghazali (1413 H), bahwa yang dimaksud al-
mas}lah}ah (4al=all) adalah,

ol OB Ll 4 ge Ly e s o dadie L e Lo (3 5)Le gb Akl L
oball g LS adolin foad (3 Gl # Yoy (b Lolis 5.0l a3y A
V.@_M.éjj e V.@_:l.c Lag 9B (hu Rits o @.«SJ\ Se04n9 c@.&d\ Sepin L;.c alosl

Bend JsoY) 0l Laim iy b S5 (ableg aehssy vglics
ilas L@.x.é:j csw}@j Jyptﬂ\ ol ey LAJ% cZ;J..,a_»j.@_e

Al-Ghazali menyatakan bahwa al-mas}lah}ah berekuivalen dengan ilaxll
g 4l 2 paie Je, Pernyataan ini berarti al-mas}lah}ah merupakan suatu keadaan di
mana al-syari’ah dijaga atau diaplikasikan dalam kehidupan. Dalam gagasan al-
Ghazali, manifes al-mas}lah}ah dapat dilihat ketika manusia menjaga dan
memelihara lima hal, yaitu: h}ifz} al-din (menjaga agama), h}ifz al-nafs
(melindungi jiwa), h}ifz} al-‘agl (menjaga akal), h}ifz} al-nasl (menjaga

keturunan), dan h}ifz} al-mal (melindungi kepemilikan harta). Dan segala yang

166



Nasution et al.: Otokhtonisasi Ekonomi Islam

mengancam kelima hal tersebut, dinamakan dengan mafsadah. Mas}lah}ah
adalah lawan mafsadah. Pendapat al-Ghazali tersebut dikenal dengan istilah al-
us}ul al-khams; yang lebih dikenal dengan al-d}arariyah al-khams; terkadang
juga disebut dengan al-kulliyah al-khams, magas}id al-khams, dan al-magas}id
al-d}arariyah.

Perlu diketahui, al-Syatibi (730-790 H/1328-1388 M) adalah tokoh yang
sangat berperan dalam membuktikan bahwa al-d}aririyah al-khams memiliki
konsiderasi dalam Quran dan Sunnah, lewat sebuah metode yang dikenal dengan
al-istigra’ al-ma 'nawi al-Syatibi (Ibrahim, 2017). Hal ini pun melahirkan solusi
atas kritik al-Ghazali, yang semula menegaskan bahwa tidak dibenarkan menilai
suatu perbuatan memiliki kandungan al-maslahah hanya berdasarkan rasio
semata (Al-Ghazali, 1413 H).

Menurut al-Syatibi, semua hukum syar’i (perintah, larangan, pilihan) dari
syari’at yang diturunkan Allah Swt kepada manusia dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan dan menghindarkan kesukaran, serta mencegah
kemudaratan bagi kehidupan manusia, yang dapat dikelompokkan kepada tiga
tingkatan. Al-Syatibi mengakategorikan maslahah sebagai sesuatu yang inheren
dalam magasid al-syari’ah kepada 3 macam, pertama, daruriyaah; kedua,
hajiyyah; dan ketiga, tahsiniyyah.

Mengenai makna daruriyaah, al-Syatibi menjelaskan,
AL oas 5] eut c Ldlly ol Flas ol (3 e b Y LT Lalinad 59 0201 LG
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Al-d}aririyah berarti sesuatu yang “tidak boleh tidak ada” demi tegaknya
kemaslahatan: baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi. Dengan
kata lain, al-d}aririyah berekuivalen dengan kebutuhan fundamental (dasariah/
asasiah) yang tidak boleh lenyap. Jika aspek al- d}aririyah ini sampai hilang,
maka kehidupan duniawi akan chaos dan kehidupan ukhrawi akan celaka serta
menderita. Bagi al-Syatibi, d}aririyah itu mencakup upaya-upaya memelihara
agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara keturunan (hifz
al-nasl), memelihara harta kekayaan (hifz al-mal), dan memelihara akal budi (hifz
al-‘aql).

167



HUMAN FALAH: Volume 11. No. 2 Juli — Desember 2024

Setelah al-d}arariyah adalah al-hajiyyah. Al-hajiyyah dalam kajian

maqasid al-syari’ah berarti,
A AL AW (3 o3l ral) by dasd) G e L) iz LT Lalind Sl U U
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Dalam pandangan al-Syatibi, al-hajiyyah berarti sesuatu yang dibutuhkan,
yang tujuannya mendatangkan kelapangan; menghilangkan kesukaran dan
kesusahpayahan. Apabila hajiyyah tidak diperhatikan maka akan muncul
kesukaran dan kesusahpayahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan
seperti yang akan terjadi pada tingat al-dharuriyyah. Kategori hajiyyah
sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan dharuriyyah, di mana dengan
tegaknya hajiyyah akan lenyap segala masyagqgah dan tercipta keseimbangan serta
kewajaran, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas (ifrat wa tafrit). Ringkasnya,
boleh dikatakan al-hajiyyah ini berada pada level kebutuhan yang sifatnya
sekunder dan sumplementer.

Yang terakhir adalah tahsiniyyah. Masih menurut al-Syatibi, al-
tahsiniyyah, menurut pendapat al-Syatibi, ialah sesuatu yang berkenaan dengan
memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-
kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Hal ini sering
disebut dengan makarim al-akhlag. Bagi al-Syatibi, keberadaan tahsiniyyah
bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip maslahah
dharuriyyah dan maslahah hajiyyah. Ini karena ketiadaan tahsiniyyah tidak
merusak urusan dharuriyyah dan hajiyyah, ia hanya berkisar pada upaya
mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang
hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk-Nya. Jika disederhanakan,
tahsiniyyah berarti level kebutuhan yang bersifat tersier dan komplementer.

Hubungan antara ketiga jenis ini dan tingkatan keperluan dan perlindungan
tersebut, oleh al-Syatibi dijelaskan sebagai berikut,

eaSly B o ol U ol (g0, OF 1 et Bl o oy Y A (Il o

Iz e ol Y il 0 Il L BNbL B D) ke il (59, ISt OF 1 el
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Keterangan ini berarti:
a. Al-dharuriyyah adalah dasar bagi al-hajiyyah dan al-tahsiniyyah;

b. Kerusakan al-dharuriyyah akan menyebabkan kerusakan seluruh al-
hajiyyah dan al-tahsiniyyah;

c. Kerusakan al-hajiyyah dan al-tahsiniyyah tidak akan menyebabkan
kerusakan al-dharuriyyabh;

d. Kerusakan seluruh al-hajiyyah atau kerusakan seluruh al-tahsiniyyah
akan mengakibatkan kerusakan sebagai al-dharuriyyah; dan

e. Keperluan dan perlindungan al-hajiyyah dan al-tahsiniyyah perlu

diperliharan untuk kelestarian al-dharuriyyah.

Dengan uraian di atas, terlihat bahwa al-dharuriyyah adalah pokok dan
landasan bagi kedua keperluan dan perlindungan di tingkat bawahnya. Keperluan
dua terakhir, yakni al-hajiyyah dan al-tahsiniyyah, tergantung penuh kepada al-
dharuriyyah. Dengan arti, kalau yang pertama tidak ada maka dua yang
dibawahnya menjadi tidak bermanfaat.

Adapun al-dharuriyyah tidak bergantung kepada dua yang di bawahnya,
dengan arti kalaupun dua yang dibawahnya tidak ada sama sekali, al-dharuriyyah
tetap ada, walaupun tidak dalam bentuk sempurna. Keberadaan al-dharuriyyah
tidak tergantung kepada dua di bawahnya. Namun, untuk kesempurnaan al-
dharuriyyah, maka al-hajiyyah dan al-tahsiniyyah harus dipelihara serta
diusahakan kesepurnaannya (Abubakar, 2016).

Kemudian, berdasarkan perspektif Ibnu ‘Asyur, al-maslahahah ditinjau
dari cakupannya dapat dibedakan menjadi dua macam: al-mashlahah al-kulliyah
dan al-mashlahah al-juziyyah.

Al-mashlahah al-kulliyah dalam penjelasan Ibnu ‘Asyur (2011), juga

disamakan dengan al-mashlahah al- ‘ammah, yang berarti,

S s of a1 e dales dela e e Lo (g dllasl 3 2ISTL 5l
Keterangan ini menjelaskan bahwa mashlahah al-kulliyah atau mashlahah
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al- ‘ammah merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang
banyak.

Sedangkan al-mashlahah al-juziyyah atau juga dikenal dengan al-mashlahah
al-khassah,

A2l 5131 o 3l aslias 1 o Aol a5 aslally

Maslahah juz’iyyah atau maslahah khassah secara sederhana, berarti
maslahat bersifaf individu atau kepentingan segelintir orang.

Berdasarkan keterangan di atas, dapatlah dipahami bahwa keterhubungan
antara al-mas}lah}ah dengan magqgas}id al-syari’ah merupakan hubungan
historical (kesejarahan) dalam penalaran hukum Islam. Pasalnya, untuk
pertanyaan ‘“apa” tujuan hukum Islam, maka dijawab dengan magas}id al-
syari‘ah. Dan pertanyaan bagaimana mengetahui al-mas}lah}ah itu, maka

menalar magas}id al-syari’ah sebagai jawaban epistemologisnya.

Magashid al-Syarz’ah: Dari al-D}aririat al-Khams Menjadi al-D}ariiriat al-
Sab’ah

Pada pembasahan di atas telah dijelaskan bahwa yang termasuk kategori
al-d}arariyah al-khnams adalah h}ifz} al-din (menjaga agama), h}ifz al-nafs
(melindungi jiwa), h}ifz} al-‘aqgl (menjaga akal), h}ifz} al-nasl (menjaga
keturunan), dan h}ifz} al-mal (melindungi kepemilikan harta). Akan tetapi,
rumusan al-d}arariyah al-khams tersebut telah mendapatkan kritikan dari para
ulama kontemporer. Paling tidak, kritikan terhadap rumusan tersebut bertolak dari
dua pandangan: pertama, al-d}aririyah al-khams versi klasik cenderung dianggap
sudah terlalu sempit dan sempit; kedua, al-d}arariyah al-khams versi klasik
dianggap terlalu bertumpu pada kepentingan manusia sebagai individu, atau
barangkali lebih tepat terlalu individu sentris (Abubakar, 2016).

Mengutip pernyataan Al Yasa’ Abubakar (2016), perlunya pembaruan
terhadap al-d}aririyah al-khams versi klasik, dikarenakan

...adanya berbagai perubahan dan perkembangan, khususnya ketika
dibandingkan kepada zaman para imam mazhab dan zaman taklid (yang
disemangati oleh cara berpikir agraris), maka lima keperluan dan
perlindungan di atas dianggap sudah tidak memadai, karena tidak
mempertimbangkan keberadaan dan perlindungan atas manusia sebagai
kelompok (masyarakat) dan juga tidak mempertimbangkan perlunya

170



Nasution et al.: Otokhtonisasi Ekonomi Islam

perlindungan dan pelestarian alam lingkungan sebagai tempat manusia
hidup.
Yusuf al-Qaradhawi (2008) juga memberikan kritikan yang senada tentang

al-d}arariyah al-khams,
iy dasy aiiy ays 30 e 1S 50 Bdiae ) s oY) 4y 0T L s

1LY Sy alglly caadly crammedd WLe Blie args by L allg

Al-Qaradhawi menyatakan bahwa perlindungan yang ditawarkan al-
d}ariariyah al-khams hanya mempertimbangkan keperluan manusia sebagai
mukallaf, tidak mempertimbangkan perlindungan dan keperluan masyarakat,
umat, negara serta hubungan kemanusiaan. Namun, beliau tidak secara tegas
menambahkan aspek-aspek baru ke dalam lima yang selama ini sudah ada.

Mengutip kembali pernyataan Al Yasa’ Abubakar (2016), bahwa setiap
orang perlu berada di dalam kelompok atau masyarakat. Pasalnya hidup
bermasyarakat adalah fitrah manusia. Manusia tidak mungkin dan tidak mampu
hidup secara menyendiri (terasing) dan berada di luar masyarakat atau kelompok.
Dengan demikian, membentuk, menjaga, dan mempertahankan keberadaan, serta
keselamatan masyarakat (termasuk ke dalamnya negara) harus menjadi salah satu
keperluan dasariah (asasiah). Ihwal dan alasan yang sama juga berlaku untuk
keselamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Tanpa mengelola, menjaga, dan
melestarikan lingkungan hidup, maka pada suatu saat nanti kehidupan di atas
dunia akan terasa berat bahkan mungkin akan punah.

Dengan pertimbangan dan alasan tersebut, maka sudah seyogyanya
menambahkan dua aspek lagi kepada lima aspek (al-d}arariyah al-khams) yang
sudah ada. Istilah al-d}arariyah al-khams yang selama ini digunakan perlu ditukar
menjadi al-d}aririyah al-sab’ah. Ketujuh aspek tersebut adalah,

a. H}ifz} al-din: Perlindungan dan pemenuhan keperluan agama;

b. H}ifz al-nafs: Perlindungan dan pemenuhan keperluan nyawa;

c. H}ifz} al-‘aql: Perlindungan dan pemenuhan keperluan akal,

d. H}ifz} al-nasl: Perlindungan dan pemenuhan keperluan keturunan

(termasuk di dalamnya kehormatan dan harga diri (h}ifz} al- ird));

e. H}ifz} al-mal: Perlindungan dan pemenuhan keperluan harta;

f. H}ifz}  al-ummah:  Perlindungan dan  pemenuhan  sistem

kemasyarakatan; dan
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g. H}ifz} al-br"ah: Perlindungan dan pemenuhan keperluan lingkungan
hidup.

Otokhtonitas Ekonomi Islam

Interelasi Ekonomi dan Penjagaan Agama (Hifz al-Din)
Hamka memberikan istilah interelasi penjagaan agama dan ekonomi

dengan “Siasat Harta dalam Islam”. Menurut Hamka (2015),

Agama Islam tidak akan dapat tegak dan tidak akan sempurna tegak kalau

tidak diperjuangan (jihad) dan perjuangan memakan biaya. Jihad dengan

“air ludah” saja dalah omong kosong. Sebab itu ditegakkan “berangkatlah

kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah

dengan harta dan jiwamu di jalan Allah”. (at-Taubah:41)

Dapatlah diketahui, bahwa pengembanan ekonomi dalam Islam
menjadikan harta sebagai alat, bukan tujuan. Wasilah, bukan ghayah! Tujuan
sebenarnya adalah menjaga agama dan/atau menegakkan ajaran Allah. Berkaitan

dengan ini, Allah Swt. berfirman,
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Terjemahnya: Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-
anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat
demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.

Alangkah mendalamnya jiwa ekonomi yang terkandung dalam ayat
tersebut. Paling tidak, kita dapat mengetahui bahwa proses ekonomi yang
menjadikan harta sebagai tujuan, yang membuat lalai kepada Allah, bukanlah
keuntungan, tapi kerugian. Hal ini juga berarti, menghitung kerugian bukanlah
dipangkal, melainkan diujung.

Berdasarkan interalasi ekonomi dan penjagaan agama (hifz al-din) ini,
dibentuk paradigma ekonomi Islam, sebagai berikut (Ibrahim, 2017),

a. Pengembanan ekonomi berdasarkan al-tauhid (keesaan Allah Swt.);

b. Pengembanan ekonomi mesti merujuk pada kaidah ‘ubudiyah

(berbakti kepada Allah Swt);

c. Manusia sebagai pelaku ekonimi adalah menjalankan tugas sebagai

khalifah;
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d. Sebagai khalifah, manusia harus mampu berkreasi untuk menjadikan
sumber daya alam (mawarid al-thabi’i) sebagai alat pembangunan
ekonomi ;

e. Dalam melakukan pengembanan ekonomi harus menyeimbangkan
(tawazun) antara dunia dan akhirat; dan

f. Pola perilaku manusia dalam pengembanan ekonomi adalah untuk

mencapai ridha Allah Swit.

Menata Keinginan dan Kebutuhan Perspektif Hifz al-Nafs
Secara harfiah, ada perbedaan mendasar antara kebutuhan dengan

keinginan. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemukan
sesuatu yang Kita inginkan, tetapi sering kali barang tersebut sebenarnya tidak
dibutuhkan. Hanya sebatas menginginkan saja.

Dalam Islam, kedua konsep ini memiliki perbedaan yang jelas. Imam al-
Ghazali misalnya menyebutkan dua hal tersebut dengan istilah yang berbeda.
Keinginan sebagai raghbah, sedangkan syahwat dan kebutuhan sebagai hajat.
Perbedaan ini membawa konsekuensi besar dalam ilmu ekonomi (Ibrahim, 2017).

Hajat merupakan cerminan kebutuhan asasi manusia dalam rangka
mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya sebagai
manusia, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, dan lain
sebagainya. Sementara itu, syahwat merupakan dorongan keinginan manusia
untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pemenuhan kepuasan psikis. Tidak
dapat memenuhi hajat dapat berkonsekuensi pada esensi kehidupan manusia,
sementara jika syahwat tidak terpenuhi, tidak akan terlalu berpengaruh dalam hal
mempertahankan hidup manusia. Ketika seseorang, misalnya, menginginkan
makanan organik untuk gaya hidup sehat, tetapi tidak dapat terpenuhi dengan
berbagai sebab, ia masih dapat menundanya. Keinginan akan menjadi kebutuhan
ketika diarahkan kepada kepentingan tertentu, dan keingian itu berubah menjadi
vital bagi kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang
membutuhkan makanan sehat untuk mencegah diabetes yang ia derita, sedangkan
jika tidak terpenuhi akan berkonsekuensi bagi kehidupan yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas, jelas ada perbedaan mendasar antara kebutuhan
dengan  keinginan.  Anehnya, ekonomi  konvensional tidak terlalu

mempermasalahkan perbedaan ini sehingga dalam berbagai literatur kedua hal ini
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sering disamakan perlakuannya. Konsekuensi dari penyamaan ini berakibat pada
tidak terkontrolnya eksploitasi sumber daya alam sehingga menciptakan
ketidakseimbangan ekologi yang parah. Penjelasan mengenai penjagaan jiwa ini,
juga berkaitan dengan pengetahuan terhadap ekonomi itu sendiri, karenanya

berlaku hifz al- ‘agl.

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Perspektif Hifz al-Ummah
Hifz al-Ummah berarti menjaga keberlangsungan umat (masyarakat). Hal
ini membutuhkan peran pemerintah dan keikutsertaan masyarakat.

a. Ruang Lingkup Peran Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Islam

Negara merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum
Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya
negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan maslahat
kepada masyarakatnya yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Ketika
negara secara sistem telah dijalankan dengan landasan nilai-nilai Islam, maka
tujuan yang ingin dicapai juga harus sesuai dengan kehendak Islam (Soryan,
2016). Dan, nakhoda yang mebawa ke arah kehendak Islam tersebut adalah
pemimpin atau pemerintah.

Secara ruang lingkup, peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas,
yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya
mewujudkan konsep pasar yang Islami; mencapai falah yang direalisasikan
melalui optimalisasi maslahat; tentu saja berkelanjutan (hifz al-nasl) (lbrahim,
2017).

Secara sederhana, keterlibatan pemerintah dalam pengembangan ekonomi
praktis sebagai berikut,

1) Memastikan keadilan;

2) Melindungi keamanan kehidupan dan properti individu serta hukum dan
ketertiban;

3) Membuktikan bahwa etika bisnis diterapkan;

4) Menerapkan mekanisme pasar ke dalam praktik yang sesuai untuk
kepentingan semua individu;

5) Mengatur kehidupan ekonomi dan meletakkan beberapa aturan dalam

pengertian itu;
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6) Menggerakkan dan mengelola barang publik;

7) Melaksanakan pelayanan publik;

8) Menjaga jaminan sosial; dan

9) Memaksa orang melakukan suatu pekerjaan bila perlu.

b. Peran masyarakat dalam Ekonomi Islam

Salah satu peran masyarakat dalam pengembanan ekonomi Islam, bisa
berupa pengembangan keuangan mikro syariah. Sebagaimana telah diketahui,
bahwa peran lembaga keuangan mikro antara lain, menjadi lembaga intermediasi
keuangan yang menjangkau usaha mikro-kecil dan masyarakat miskin, sebab
lembaga keuangan formal seperti bank memiliki keterbatasan informasi terkait
usaha mikro-kecil dan masyarakat miskin. Ini jugalah yang menjadi alasan Bank
cenderung tidak melayani usaha mereka. Lembaga keuangan mikro juga berperan
menyediakan akses keuangan termasuk akses kredit bagi usaha mikro dan
masyarakat miskin produktif, yang selama ini tidak disediakan oleh lembaga
keuangan formal.

Lembaga keuangan mikro syariah dinilai memiliki kelebihan secara moral
dan operasional yang mampu menjadi alternatif dari praktik keuangan
konvensional. Terlebih lagi dalam melayani usaha mikro atau masyarakat miskin.
Secara moral, prinsip syariah memberikan nilai yang sangat kuat bagi lembaga
keuangan mikro untuk mengutamakan masyarakat miskin. Sementara itu, secara
operasional, prinsip syariah yang menggunakan kontrak berbasis bagi-hasil
membuat lembaga keuangan mikro syariah akan semakin peduli dengan kondisi

usaha dari nasabah mikro (Ibrahim, 2017).

Distribusi Pendapatan yang Inklusif sebagai Bagian Hifz al-Mal
Prinsip dasar ini merupakan fungsi instrumen zakat. Berdasarkan prinsip

zakat, yakni distribusi pendapatan dari masyarakat golongan atas, kepada delapan
golongan yang berhak menerima zakat, distribusi pendapatan iknlusif, dapat
tercipta (Mahri, 2021). Distribusi tersebut bertujuan untuk menjamin daya beli
seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya.
Pendapatan dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusivitas
perekonomian bagi seluruh masyarakat.

Zakat tidak hanya merupakan instrumen yang dapat berfungsi sebagai
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mekanisme distribusi pendapatan, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi
kesempatan. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat miskin akibat zakat
yang disalurkan dapat digunakan untuk konsumsi, maka kesempatan untuk
berusaha dan bekerja secara produktif juga akan tercapai. Keutamaan penyaluran
zakat yang digunakan untuk mendukung konsumsi masyarakat yang tergolong
dalam kelompok yang berhak menerima zakat ialah meningkatkan daya beli
mereka, sehingga kegiatan konsumsi dapat terus berlangsung secara inklusif
menopang permintaan yang pada gilirannya akan mendorong penyediaan supply
barang dan jasa konsumsi tersebut.

Kesimpulan
Pengembanan ekonomi Islam dalam upaya mencapai otokhtonitas, mesti

didasari pada tujuan-tujuan Islam itu sendiri, yang dikenal magashid al-syariah.
Oleh karena itu, pengembanan ekonomi dalam Islam hanya sebatas sarana atau
wasilah, bukan tujuan. Sedangkan tujuan daripada pengembanan ekonomi itu
sendiri adalah, menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga
sistem kemasyarakatan (hifz al-ummah), dan memenuhi kebutuhan harta pokok
(hifz al-mal). Dalam hal ini, sudah tercakup memajukan kecerdasan umum (hifz

al- ‘agl), dan menjaga keberlangsungan generasi (hifz al-nasl).
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